BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Menanga
Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur mengenai akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa di Desa Menanga Kecamatan Solor Timur maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Tahap Perencanaan Desa Menanga sudah melakukannya dengan baik hal
ini dibuktikan dengan ada daftar hadir pada saat melaksanaankan
musyawarah desa dan notulen hasil rapat rancangan APBDes dari

Sekretaris Desa.

2. Tahap Penganggaran Desa Menanga sudah melakukan usulan dan
rancangan APBDes sesuai dengan peraturan desa dalam satu tahun

anggaran.

3. Tahap Pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik hanya pada saat

pelaksana kegiatan tidak tepat waktu.

4. Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa tidak melakukan pencatatan
penerimaan dan pengeluaran secara manual melainkan secara online. Hal

ini akan menghambat jika mengalami gangguan jaringan.
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5. Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa belum
sepenuhnya melaporkan laporan realisasi dengan tepat waktu. Hal ini akan

turut menghambat pada proses selanjutnya.

6. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa hanya melakukan
pertanggungjawaban kepada camat dan bupati sedangkan di masyarakat
mereka hanya menempelkan laporan pertanggungjawaban di papan

informasi desa.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran untuk
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Menanga Kecamatan Solor

Timur Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Menanga diharapkan harus lebih memperhatikan pada

setiap tahap pengelolaan keuangan desa.

2. Pemerintah Desa perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan tentang

pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

3. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak khususnya
Pemerintah Desa Menanga dan bagi masyarakat serta pihak yang terkait

lainnya.
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